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Penambangan emas rakyat di wilayah Gunong Ujeun dilakukan oleh masyarakat yang datang dari sejumlah daerah dengan
melakukan penambangan secara illegal. Berbagai permasalahan timbul dari penambangan emas tersebut. Salah satu permasalahan
yang terjadi yaitu sampai saat ini pemerintah kabupaten Aceh Jaya belum mampu untuk menangani kasus penambangan ilegal.
Selain itu, pertambangan emas di kabupaten Aceh Jaya belum mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten
Aceh Jaya.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang kebijakan yang diambil oleh pemerintah kabupaten Aceh Jaya dalam
pengelolaan tambang emas rakyat, kendala yang dihadapi untuk meningkatkan PAD serta solusi yang dapat dilakukan untuk
meningkatkan PAD.
Data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan
dilakukan dengan cara membaca buku teks, peraturan perundang-undangan, dan bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan
penelitian ini. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai informan penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah kabupaten Aceh Jaya dalam pengelolaan pertambangan emas rakyat di
Gunong Ujeun belum memuaskan. Hal ini disebabkan karena masih banyak kasus penambangan illegal, dan masih banyak
masyarakat penambang yang tidak tahu tentang Perbup. Adapun kendala yang dihadapi untuk meningkatkan PAD yaitu kurangnya
sosialisasi dan pemahaman masyarakat terhadap Perbup, belum adanya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengelola
pertambangan emas rakyat, adanya hutan produksi di Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), belum adanya Qanun terkait tambang
emas rakyat serta belum diterapkan Perbup dan sanksi yang tegas dari pemerintah kabupaten Aceh Jaya. Sedangkan Solusi untuk
meningkatkan PAD yaitu pemerintah kabupaten Aceh Jaya harus melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada
masyarakat tentang Perbup, membentuk BUMD, membebaskan hutan produksi di WPR, membentuk Qanun, memberikan sanksi
yang tegas kepada para  penambang illegal serta menerapkan Perbup. 
Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya harus bekerja lebih maksimal dalam pengelolaaan pertambangan emas rakyat dengan mengatasi
berbagai kendala yang dihadapi serta harus segera menerapkan beberapa solusi untuk meningkatkan PAD kabupaten Aceh Jaya.
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